SALINAN

R

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 69/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444 /2015

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU UTARA TAHUN 2015

Menimbang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 2 huruf
(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menajdi Undang-
Undang, menyatakan bahwa Kabupaten/kota dengan
jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai dengan
500.000 jiwa harus di dukung paling sedikit 8,5%;

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Utara tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran
Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun
20153
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Mengingat

1.  Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara Lembaran
Negara Republik Indonesja Tahun 1999 Nomor 47,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3826);

D, Undang-Undang Nomor 2| Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negaral Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5189);

3 Undang-Undang Nomor | 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi |Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

a Undang-Undang Nomor | 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5 Undang-Undang Nomor | 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan| Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

6 Undang-Undang Nomor| 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 117, [Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

7 Undang-Undang Nomor| 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesja Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomorr 5679});
8. Undang-Undang Nomor | 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan [Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5588) sebagaim telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor |8 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesii Nomor 5678);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan aerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota da.l"x Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Xomisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, |terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Nomor Q1 Tahun 2010;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan |Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal omisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemili Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
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Memerhatikan

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

13.

14.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Zt Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Pemilihan Umum Nomor

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemili I Umum Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pencalona: Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan
Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Utara Nomor 12/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-
025.433444 /2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Luwu Utara
Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Utara Nomor | 67/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-
025.433444/2015  tentang  Penetapan  Jumlah
Penduduk, Jumlah ecamatan dan  Jumlah
Desa/Kelurahan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015;

Rapat Pleno Komisi Pemiﬁ an Umum Kabupaten Luwu
Utara Tanggal | 25 Mei 2015
Nomor 68 /BA/P.KWK/LU/V/2015;

MEMUTUSKAN:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

tentang Penetapan Jumlah d Sebaran Dukungan bagi

Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan
wakil Bupati Luwu Utara Tabun 2015;

Bakal Pasangan  Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015 dapat
mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Luwu Utara |apabila memenuhi syarat
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dukungan paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari
jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara,

KETIGA : Persayaratan paling sedikit jumlah dan sebaran dukungan
bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015 adalah
sebesar 30.013 (tiga puluh ribu tiga belas) jiwa yang
tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara yaitu minimal tersebar

di 6 Kecamatan,;

KEEMPAT . Penduduk sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA
diatas adalah penduduk yang berstatus sebagai pemilih;

KELIMA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal 25 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

A9

Andrigny Tandi
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